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MOTTO

“Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya
Pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan dimintai

pertanggungjawaban” [QS. Al-lsraa : 36]

Terjemahan Al-Jumanatul ’Ali AL QUR”AN, Bandung CV Penerbit J-Art, halaman 286
X



RINGKASAN

Prinsip pemisahan kekuasaan (separation of power) menyatakan bahwa
para Hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif
dan legislatif. Selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh
siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan
uang (ekonomi). Pada perkembangannya, kemandirian peradilan sempat
mengalami hambatan pada era Pemerintahan Orde Lama. Pada masa itu, peradilan
tidak lagi bebas tapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif.
Pada masa demokrasi terpimpin, dilakukan penghapusan doktrin pemisahan
kekuasaan dan mendudukkan Mahkamah Agung dan badan-badan pengadilan di
bawah lembaga eksekutif. Prinsip kemandirian peradilan mendapatkan tantangan
seiring dengan semakin berkembangnya masyarakat dan teknologi informasi.
Pada era milenial, kebutuhan akan informasi sedemikian tingginya, sehingga
muncul ide-ide keterbukaan informasi publik, sebagaimana telah diatur dalam
peraturan perundang-undangan. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh
masyarakat pada era milenial adalah kebutuhan akan informasi suatu perkara
pidana di persidangan. Informasi tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat melalui
penyediaan konten berupa penayangan persidangan secara langsung (live) di
televisi. Pada faktanya, prinsip kemandirian telah mendapatkan ujian dari
pelaksanaan prinsip keterbukaan (transparansi). Munculnya pro dan kontra
terhadap penerapan prinsip publisitas atau keterbukaan proses peradilan menjadi
bahan yang sangat menarik untuk dibahas secara ilmiah. Pengaruh prinsip
keterbukaan (disclosure) dalam arti kebebasan mendapatkan informasi terhadap
prinsip kemandirian peradilan merupakan salah satu fakta yang muncul akibat
perkembangan teknologi informasi di seluruh dunia. Di Indonesia, tantangan
terhadap penerapan prinsip independensi peradilan terkait dengan penerapan
keterbukaan informasi memerlukan kejelasan dari segi peraturan. Untuk itu,
diperlukan politik hukum pidana yang dapat menjadi sumber hukum daripada
pembentukan kaidah yang tegas terkait hal tersebut. Berdasarkan uraian di atas,
permasalahan yang dibahas ad 2 (dua), yaitu: pertama, apa konsep fundamental
atas pembatasan kebebasan penayangan persidangan perkara pidana secara penuh
dan langsung (live) di televisi dengan tujuan untuk menunjang kekuasaan
kehakiman menurut UUD 1945?, kedua, Bagaimana kaidah dan konsep hukum
atas penerapan prinsip keterbukaan dalam hal persidangan perkara pidana
disiarkan secara langsung (live) di televisi?

Metode penulisan yang digunakan penulis adalah yuridis normatif.
Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang (statute
approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan
perbandingan (comparative approach). Bahan sumber hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Tujuan penelitian ini
adalah untuk meluruskan pandangan masyarakat tentang keluhuran kemandirian
Hakim dalam suatu persidangan dan untuk mengetahui serta memahami prosedur
dan konsep hukum terkait dengan proses persidangan yang terbuka untuk umum
dalam hal persidangan tersebut disiarkan secara langsung (live) di televisi.
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Hasil kajian yang diperoleh bahwa: Pertama. Pembatasan kebebasan atau
hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung (live) melalui
media elektronik adalah sesuai dengan dasar filosofis dan yuridis konstitusional,
yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 28] UUD 1945. Kedua. Pembatasan
kebebasan atau hak pers dalam penayangan proses persidangan secara langsung
(live) melalui media elektronik perlu diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Acara Pidana dan ditegakkan secara hukum dalam konsep penindakan atas
“contempt of court” yang diatur dalam Pasal 328 dan Pasal 329 RUU KUHP
masih diperdebatkan oleh karena rumusan pasal yang multitafsir.

Berdasarkan hasil kajian tersebut penulis memberikan saran, antara lain:
pertama. Perlu sosialisasi bahwa pembatasan kebebasan atau hak pers dalam
penayangan proses persidangan secara langsung (live) melalui media elektronik
bukan merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Kebebasan
pada prinsipnya tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan tanpa batas. Dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, kebebasan boleh diterapkan dalam batas-
batas yang diperbolehkan oleh hukum. Kedua, Perlu dilakukan revisi terhadap
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara
Pidana, dengan cara menambahkan pasal antara pasal 153 dengan pasal 154,
dimana pasal tersebut menngatur tentang prosedur yang dapat dijalankan oleh
Pengadilan dalam membatasi hak pers dalam melakukan penayangan/publikasi
atas proses persidangan, serta dilakukan penajaman atas rumusan atas pasal 328
dan pasal 329 RUU KUHP, sehingga pasal tersebut tidak multitafsir.
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SUMMARY

The principle of separation of power states that Judges can work
independently of the influence of executive and legislative powers. During their
duties, the Judge must not be influenced by anyone, either because of the interests
of office (politics) or the interests of money (economy). In its development, the
independence of the judiciary had experienced obstacles in the era of the Old
Order Government. At that time, the judiciary was no longer free but was
interfered with and influenced consciously by the executive. During the guided
democracy period, the doctrine of the separation of powers was carried out and
put the Supreme Court and judicial bodies under the executive body. The
principle of judicial independence is challenged as society and information
technology grow. In the millennial era, the need for information was so high that
ideas emerged for public information disclosure, as stipulated in legislation. One
of the information needed by the public in the millennial era is the need for
information on a criminal case at the trial. This information can be obtained by
the community through the provision of content in the form of live broadcasting
on television. In fact, the principle of independence has been tested by the
implementation of the principle of transparency. The emergence of pros and cons
of the application of the principle of publicity or the openness of the judicial
process is very interesting material to be discussed scientifically. The effect of the
principle of disclosure in terms of freedom to obtain information on the principle
of judicial independence is one of the facts that arises due to the development of
information technology throughout the world. In Indonesia, the challenge of
applying the principle of judicial independence related to the application of
information disclosure requires clarity in terms of regulations. For this reason,
politics of criminal law is needed which can be a source of law rather than the
establishment of strict rules regarding this matter. Based on the description
above, the issues discussed are 2 (two), namely: first, what is the fundamental
concept of limiting the freedom to display criminal proceedings in full and direct
(live) cases on television with the aim of supporting judicial power according to
the 1945 Constitution? What are the legal principles and concepts of the
application of the principle of openness in the case of criminal proceedings being
broadcast live on television?

The writing method used by the author is normative juridical. The
approach to the problem used is the statute approach, the conceptual approach,
and the comparative approach. Material sources of law used are primary legal
material and secondary legal material. The purpose of this research is to
straighten out the public's view of the nobility of the independence of the Judge in
a trial and to know and understand legal procedures and concepts related to the
trial process which is open to the public in the event that the trial is broadcast live
on television.

The results of the study obtained that: First. The limitation of freedom or
the right of the press in the broadcasting of the trial process directly (live)
through electronic media is in accordance with the philosophical and
constitutional juridical basis, namely in accordance with the provisions of Article
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28J of the 1945 Constitution. Second. Restrictions on freedom or the right of the
press in the broadcasting of a live trial process via electronic media need to be
regulated in the Criminal Procedure Code and enforced legally in the concept of
"contempt of court” enforcement stipulated in Article 328 and Article 329 of the
Criminal Code Bill. still debated because of the multiple interpretations of the
article.

Based on the results of the study the authors gave suggestions, among
others: first. It is necessary to socialize that the limitation of freedom or the right
of the press in the broadcast of the trial process live (live) through electronic
media is not a form of violation of human rights. Freedom in principle should not
be interpreted as unlimited freedom. In the life of nation and state, freedom may
be applied within the limits permitted by law. Second, it is necessary to revise the
Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1981 concerning Criminal
Procedure Law, by adding the article between article 153 and article 154,
wherein the article regulates procedures that can be implemented by the Court in
limiting the right of the press to conduct broadcast publication of the trial
process, as well as sharpening the formulation of article 328 and article 329 of
the Criminal Code Bill, so that the article is not multiple interpretations.
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hakim dalam berkerja harus secara indipenden dan tidak berpengaruh
kekuasaan secara ekskutif maupun legislatif itu merupakan Prinsip pemisahan
kekuasaan (separation of power).! Bahkan, pada saat mentafsirkan undang-
undang dasar dan undang-undang, Hakim harus bersikap independen dari
pendapat dan bahkan dari kehendak politik serta para perumus undang-undang
dasar dan undang-undang.” Maka salah satu ciri yang dapat dianggap penting pada
setiap negara hukum yang berdemokratis (democratische rechstaat) adalah
adanya kekuasaan kehakiman yang bersifat independen dan tidak berpihak pada
salah satu unsur politik (independent and impartial).

Selama menjalankan tugasnya, Hakim tidak boleh dipengaruhi oleh
siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan
uang (ekonomi).* Untuk menjamin keadilan dan kebenaran, tidak diperkenankan
adanya intervensi ke dalam proses pengambilan putusan keadilan oleh Hakim,
baik intervensi dari lingkungan kekuasaan eksekutif maupun legislatif ataupun

dari kalangan masyarakat dan media massa.’

1 Jimly Asshiddigie. 2015. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta :Rajawali Pres,
Him. 311.

2 1bid.

® Jimly Asshiddigie. Op. Cit, HIm. 312-313.

* Jimly Asshiddigie. 2011. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Cetakan Kedua.
Jakarta : Sinar Grafika. HIm. 130.

> Ibid.



Pada perkembangannya, kemandirian peradilan sempat mengalami
hambatan pada era Pemerintahan Orde Lama. Pada masa itu, peradilan tidak lagi
bebas tapi sudah dicampuri dan dipengaruhi secara sadar oleh eksekutif.® Hakim-
hakim berorientasi kepada pemerintah karena tekanan yang dalam praktik
dimanifestasikan dalam bentuk keputusan yang dimusyawarahkan terlebih dahulu
dengan pihak kejaksaan.” Oleh karena Hakim tidak mempunyai kebebasan dan
impartiality, wibawa pengadilan jatuh.?

Pada masa demokrasi terpimpin, saat dilakukannya penghapusan doktrin
pemisahan kekuasaan dan mendudukkan Mahkamah Agung dan badan-badan
pengadilan di bawah lembaga eksekutif.® Menurut Adnan Buyung Nasution,
pemerintahan Demokrasi Terpimpin telah memberikan peluang kepada eksekutif
untuk melakukan campur tangan secara langsung atas proses peradilan
berdasarkan UU No. 19/1964 dan UU No. 13/1965."

Campur tangan kekuasaan eksekutif pada badan peradilan pada masa
orde lama dilegalkan melalui pemberlakukan Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 19 Tahun 1964 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman (disingkat UU No. 19/1964). Pasal 19 UU No. 19/1964 secara
eksplisit memberi kewenangan bagi kekuasaan eksekutif untuk mencampuri

urusan kekuasaan yudikatif. Hal ini dipertegas oleh memori penjelasan Pasal 19

® Adnan Buyung Nasution. 2007. Bantuan Hukum di Indonesia. Jakarta : Pustaka LP3ES
Indonesia, HIm. 31.

" Ibid.

® Ibid.

% Rival Ahmad dan Rikardo Simarmata. 2006. Sejarah Hukum Indonesia, dalam Panduan
Bantuan Hukum di Indonesia. Patra M. Zen dan Daniel Hutagalung, Jakarta : Yayasan Lembaga
Bantuan Hukum Indonesia, HIm. 19.

1% 1bid.



UU No. 19/1964, dimana dalam keadaan tertentu, Presiden dapat turut serta pada
perkara perdata (private law) serta perkara pidana (criminal law).

Ketentuan Pasal 19 UU No. 19/1964 diatas dikatakan oleh Adnan
Buyung Nasution sebagai ketentuan yang secara diametral bertentangan dengan
asas-asas negara hukum (rule of law), yang mengakui pengadilan bebas sebagai
unsur esensial dan memastikan.™* Daniel S. Lev mengatakan bahwa Pasal 19 UU
No. 19/1964 tersebut sebagai simbol, setidaknya bagi banyak orang, mengenai
keburukan demokrasi terpimpin.'? Periode kelam kemandiran peradilan berangsur
pulih ketika Orde Baru mencabut UU No. 19/1964 dan menggantinya dengan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan Ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman (disingkat UU No. 14/1970). Menurut Adnan Buyung
Nasution, UU No. 14/1970 setidaknya memberikan landasan formal bagi
kebebasan peradilan.*®

UUD NRI 1945 mengalami empat kali perubahan, dapat dikatakan
bahwa sistem konstitusi menganut doktrin pemisahan kekuasaan.** Pada bidang
peradilan, diadopsi sistem pengujian konstitusional pada undang-undang sebagai
produk legislatif oleh Mahkamah Konstitusi.® Sebelumnya memang tidak dikenal

adanya mekanisme seperti itu, pada pokoknya undang-undang tidak dapat

1 Adnan Buyung Nasution. Op. Cit, HIm. 31.

12 Daniel S. Lev. 2013. Hukum dan Politik di Indonesia : Kesinambungandan Perubahan.
Cetakan Ketiga. Penerjemah : Nirwono dan AE Priyono. Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia. HIm.
364.

13 Adnan Buyung Nasution. Op. Cit, HIm. 32-33.

14 Jimly Asshiddigie. 2015. Pengantar llmu Hukum Tata Negara. Jakarta : Rajawali Pres,
Him. 291.

' Ibid.



diganggu gugat Hakim hanya menerapkan undang-undang dan tidak boleh
menilai undang-undang.*®

UUD NRI 1945 pasca perubahan keempat tidak lagi menganut prinsip
pembagian kekuasaan yang sifanya vertikal, dan juga tidak menganut paham
Trias Politica Montesquieu yang memisahkan cabang-cabang kekuasaan
legislatif, eksekutif dan yudisial secara mutlak dan tanpa diiringi oleh hubungan
saling mengendalikan satu sama lain.'’Sistem baru yang dianut UUD NRI 1945
pasca perubahan keempat adalah sistem pemisahan kekuasaan didasarkan pada
prinsip check and balances.*®

Prinsip kemandirian peradilan mendapatkan tantangan seiring dengan
semakin berkembangnya masyarakat dan teknologi informasi. Pada era milenial,
kebutuhan akan informasi sedemikian tingginya, sehingga muncul ide-ide
keterbukaan informasi publik, sebagaimana telah diatur dalam peraturan
perundang-undangan. Salah satu informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat pada
era milenial adalah kebutuhan akan informasi suatu perkara pidana di
persidangan. Informasi tersebut dapat diperoleh oleh masyarakat melalui
penyediaan konten berupa penayangan persidangan secara langsung (live) di
televisi. Pada faktanya, prinsip kemandirian telah mendapatkan ujian dari
pelaksanaan prinsip keterbukaan (transparansi).

Sebagaimana diketahui, Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara

1% Ibid.
7 Jimly Asshiddigie. Op. Cit, HIm. 292.
'8 Ibid.



Republik Indonesia Nomor 5076) yang selanjutnya disingkat (UU No. 48/2009)
menentukan bahwa semua sidang dalam pemeriksaan dipengadilan adalah terbuka
untuk umum, kecuali undang-undang yang menentukan lain. Pada Pasal 13 ayat 2
UU No. 48/2009 menegaskan bahwa pada putusan pengadilan dapat dikatakan sah
serta mempunyai kekuatan hukum haruslah diucapkan pada sidang terbuka untuk
umum. Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat
(1) dan ayat (2) UU No. 48/2009 mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Prinsip keterbukaan persidangan pada suatu perkara pidana diatur secara
khusus dalam Pasal 153 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana selanjutnya disingkat KUHAP yang
pada pokoknya berbunyi : “Untuk keperluan pemeriksaan Hakim, ketua sidang
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum kecuali dalam perkara
mengenai kesusilaan atau terdakwanya anak-anak”. Apabila persidangan suatu
perkara pidana dilakukan dengan melanggar ketentuan tersebut, akan membawa
akibat putusan batal demi hukum (vide Pasal 153 ayat 4AKUHAP).

Prinsip keterbukaan pada dasarnya diterapkan guna menjaga
‘independensi Peradilan yang bebas dan merdeka (Independency of Judiciary),
termasuk juga sikap, etos dan etika sehingga memacu totalitas fisik dan non fisik
bagi para hakim sebagai penegak keadilan di muka bumi. Sebagaimana
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD Tahun 1945) bahwa
“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk

menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan®.



Jika menengok ke belakang, ide atau prinsip keterbukaan dalam
persidangan kurang lebih bahwa keadilan tidak mungkin tercapai tanpa
keterbukaan. *° Prinsip keterbukaan dalam proses persidangan diatur dalam
hukum Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang kemudian diterapkan
pula dalam KUHAP. Prinsip keterbukaan dalam proses persidangan perkara
pidana pada masa kini diterapkan melalui penyiaran secara langsung (live) oleh
berbagai Lembaga dan/atau Perusahaan Penyiaran.

Dua jenis dampak yang saling berlawanan terkait dengan fenomena
penerapan prinsip keterbukaan (disclosure) melalui penyiaran secara langsung
(live) atas proses persidangan tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga dialami
di Amerika Serikat. Seperti di Indonesia, persidangan di Amerika Serikat pada
umumnya dinyatakan terbuka untuk umum, dimana setiap orang Yyang
menghendakinya dapat secara bebas menghadiri setiap persidangan suatu
pemeriksaan perkara pidana sampai sepenuh kapasitas tempat duduk di ruang
Pengadilan.?’ Pada satu sisi, penerapan prinsip keterbukaan melibatkan peliputan
dan penyiaran oleh media massa dikhawatirkan akan menimbulkan prasangka

bagi Dewan Juri, tetapi di sisi lain berdasarkan pengalaman yang ada

1% Jeremy Bentham, dalam Beverley McLachlin. 2014. Openness and the Rule of Law :
Remarks of Chief Justice of Canada at the Annual International Rule of Law Lecture. London.
https://www.barcouncil.org.uk/media/270848/jan 8 2014 - 12 pt.__rule of law -

annual_international_rule_of law_lecture.pdf. [akses tanggal 2 Mei 2018]

% |jvingstone Hall, dalam Harold J. Berman, Talk On American Law. Random House.
Terjemahan oleh Gregory Churchill, J.D. 2008. Ceramah-Ceramah Tentang Hukum Amerika
Serikat : Ceramah Radio Oleh Professor-Professor Harvard Law School. Edisi 1, Cetakan Ke-3.
Jakarta : Tata Nusa, HIm. 55.




menunjukkan bahwa publisitas juga membawa pengaruh pada perilaku baik
Hakim, Dewan Juri, Penuntut Umum dan Saksi di hadapan umum.?

Contoh tentang adanya pengaruh pers terhadap berjalannya perkara,
sehingga dapat mempengaruhi independensi Hakim adalah pada perkara dugaan
pencurian 3 (tiga) buah kakao oleh Minah, dengan nomor register perkara
247/P1D.B/2009/ PN.Pwt. Pada putusan perkara tersebut, Majelis Hakim dalam
Putusan Nomor: 247/P1D.B/2009/ PN.Pwt halaman 5 dan halaman 11 secara jelas
terbaca adanya pertimbangan hakim terhadap pemberitaan media massa yang
dimuat secara luas tentang perkara pencurian kakao yang dilakukan oleh
Terdakwa Minah.?? Contoh lain dari pengaruh pers terhadap kemandirian Hakim
adalah dalam perkara Angelina Sondakh, dimana Pengacaranya yang bernama
Tengku Nasrullah, dimana menurut beliau, pada pemberitaan yang tidak lengkap
atau hanya setengah — setengah dan tidak mendengarkan keterangan saksi sampai
selesai sangat dikhawatirkan membentuk opini atau pemikiran pada masyarakat
yang berbeda sehingga hal ini sangat merugikan kliennya.?

Pada prinsipnya, kekuasaan kehakiman dalam memeriksa dan memutus
suatu perkara bersifat independen. Hal ini ditegaskan secara konstitusional
melalui ketentuan Pasal 24 ayat 1 UUD NRI 1945 yang berbunyi : “Kekuasaan
kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan

peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Mengacu pada ketentuan Pasal

21 H
Ibid.

22 Kurniawan Akbar. 2011. Pengaruh Media Massa terhadap Proses Peradilan Pidana
dalam Kasus Pencurian Kakao oleh Minah, dalam jurnal yang dimuat dalam situs
http://download.portalgaruda.org/article.php?article=135554&val=5650 ---- akses tanggal 28 Juni
2018.

https://nasional.kompas.com/read/2012/21/32/12252313640/Pengacara.Angie.Pertanyaka
n.Liputan.Sidang.Secara.Langsung. ---- akses tanggal 28 Juni 2018.




3 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman, Hakim secara imperatif wajib menjaga kemandirian
peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Munculnya pro dan kontra terhadap penerapan prinsip publisitas atau
keterbukaan proses peradilan menjadi bahan yang sangat menarik untuk dibahas
secara ilmiah. Pengaruh prinsip keterbukaan (disclosure) dalam arti kebebasan
mendapatkan informasi terhadap prinsip kemandirian peradilan merupakan bentuk
fakta yang terjadi dikarenakan perkembangan teknologi informasi di seluruh
dunia.

Di Indonesia, tantangan terhadap penerapan prinsip independensi
peradilan terkait dengan penerapan keterbukaan informasi memerlukan kejelasan
dari segi peraturan. Mengacu pada perkembangan di negara demokrasi modern
lain seperti Inggris dan Amerika Serikat, telah muncul politik hukum yang tegas
dan jelas tentang pembatasan penayangan persidangan. Di kedua negara tersebut
telah muncul politik hukum yang jelas tentang pembatasan hak keterbukaan
informasi dengan cara memberikan ruang yang lebih luas bagi Hakim dalam
menjalankan prinsip kemandirian peradilan. Secara konstitusional, pembatasan
terhadap hak keterbukaan informasi harus didasarkan pada undang-undang, pada
Pasal 28] UUD NRI 1945 yang menjadi dasar pada pembatasan hak dan
kebebasan manusia, yang didasarkan pada pertimbangan moral, serta agama, dan
keamanan dan keterbiban umum.

Untuk itu, diperlukan politik hukum pidana yang dapat menjadi sumber

hukum daripada pembentukan kaidah yang tegas terkait hal tersebut. Politik



hukum pidana tersebut harus dibentuk dengan mengetahuinya sistem nilai yang
berlaku pada masyarakat, yang sangat berhubungan dengan keadaan seperti itu
serta cara yang diusulkan dan tujuan-tujuan yang hendak ingin dicapai agar hal-
hal tersebut dapat diperhitungkan dan dapat dihormati.? Politik hukum yang jelas
dan tegas demikian diperlukan guna mencari suatu konsep hukum yang kemudian
disahkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang secara khusus
mengatur hal-hal yang berkaitan dengan pembatasan penyiaran secara langsung
(live) melalui televisi atas suatu persidangan perkara pidana. Hal demikian tentu
dapat membantu Hakim dalam menentukan batasan penyiaran secara langsung
atas persidangan perkara pidana.

Latar belakang permasalahan diatas memberi ide bagi Penulis untuk
menulis laporan akhir dengan mengambil judul : “Prinsip Independensi Hakim
Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan

Perkara Pidana Di Televisi”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apa konsep fundamental atas pembatasa kebebasan penayangan
persidangan perkara pidana secara penuh dan langsung (live) di televisi
dengan tujuan untuk menunjang kekuasaan kehakiman menurut UUD

1945?

2 M. Arief Amrullah. 2015. Politik Hukum Pidana : Perlindungan Korban Kejahatan
Ekonomi Di Bidang Perbankan Dalam Perspektif Bank Sebagai Pelaku (Offender). Edisi Revisi.
Yogyakarta : Genta Publishing, HIm. 15.
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2. Bagaimana kaidah dan konsep hukum atas penerapan prinsip keterbukaan
dalam hal persidangan perkara pidana disiarkan secara langsung (live) di

televisi?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah sebagaimana di atas,
pembahasan atas penelitian berjudul: : “Prinsip Independensi Hakim Terhadap
Hak Keterbukaan Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di
Televisi” mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut :
1. Tujuan penelitian:

a. Untuk mengenmbalikan lagi prinsip keterbukaan yang dijamin oleh
undang-undang.

b. Mengetahui dan memahami prosedur dan konsep hukum terkait
dengan proses persidangan yang terbuka untuk umum dalam hal
persidangan tersebut disiarkan secara langsung (live) di televisi.

2. Manfaat penelitian:

a. Memberi pendangan bahwa keterbukaan persidangan tidak boleh
diartikan sebagai keterbukaan tanpa batas dengan melanggar prinsip
independensi Hakim.

b. Memberi pandangan kepada aparatur penegak hukum bahwa
penayangan persidangan secara utuh bertentangan dengan prinsip

kemandirian Hakim.
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1.4 Orisinalitas Penelitian

Penelitian berjudulan “prinsip independensi Hakim terhadap hak
keterbukaan informasi dalam penanyangan persidangan perkara pidana di
telivisi” yang diajukan oleh penulis merupakan penelitian yang bersifat orisinal
dan merupakan karya asli penulis. Sepanjang pengetahuan penulis, tesis berjudul
“prinsip independensi Hakim terhadap hak keterbukaan informasi dalam
penanyangan persidangan perkara pidana di telivisi”, tidak pernah menjadi judul
tesis yang dibuat oleh orang lain.

Tesis berjudul “Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan
Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi”
mengandung hal yang pada bagian tertentu dan bersifat umum memiliki pokok
bahasan yang memiliki persamaan dengan Tesis yang diajukan oleh pihak lain.
Untuk menguji orisinalitas penelitian, tesis ini akan dibandingkan dengan tesis
yang sebagian bahasannya secara substansial memiliki persamaan dengan

penelitian ini. Perbandingan dilakukan dengan mengambil contoh 2 (dua) jenis

tesis berikut :

Nama/
Instansi/ Judul Metc_xje Hasil Unsur
Penelitian Kebaharuan
Tahun
Fajr Adi | Penyimpanga | Eksplanatori | Trial by  The | Unsur
Nugroho/ n asas s dengan Press dapat | kebaharuan
Program | praduga tidak metode dicegah apabila | dari tesis yang
Studi S2 bersalah analisis pada suatu | penulis angkat
lImu berkaitan kualitatif | pemberitaan yang | ialah
Hukum dengan dilakukan secara | penggunaan
Universita | pemberitaan wajar dan serta | metode
s Gadjah pers dalam tidak  memihak | penelitian
Mada/ sistem kepada salah satu | yang berbeda.
2007 peradilan merupakan hasil | Pada tesis
pidana investigasi yang | yang penulis
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akurat (fair and
accurate
reporting),
dalam
pemberitaan dan
komentarnya
tidak bersifat
mendahului
(prejudicial), dan
dapat dibedakan
antara informasi
yang merugikan
dengan delik
(pers), karena
delik pers sudah
tercantum secara
jelas dalam
aturan  normatif,
sedangkan
informasi  yang
merugikan tidak.
Untuk  memberi

serta

kepastian hukum,
perlu batasan
penafsiran  yang
jelas,  manakah
yang  termasuk
informasi  yang
merugikan  dan
Trial By The
Press, karena

selama ini tidak
ada  pengaturan
dan pembedaan

angkat,
penulis
menggunakan
metode
penelitian
hukum
normatif,
sedangkan
tesis pada
orisinalitas ke
satu
menggunakan
metode
penelitian
eksplonatoris
dengan
metode
analisis
kualitatif.
Selaian itu,
orisinalitas ke
satu
membahas
lebih  kepada
asa  praduga
tak  bersalah
yang dikaitkan
dengan
pemberitaan
pers.
Sedangkan
tesis yang
penulis angkat
lebih

yang jelas. menekankan
pada prinsip
independensi
hakimnya.
Feronica/ | Penyimpanga Hukum Baik dalam | Unsur
Program n asas Normatif | hukum  maupun | kebaharuan
Studi S2 | praduga tidak etika, prinsip | dari tesis yang
IImu bersalah jurnalistik  yang | penulis angkat
Hukum berkaitan harus dipatuhi: ialah
dan Sistem dengan 1. Menghormati | orisinalitas ke
Peradilan [emberitaan asas praduga | dua membahas
Pidana pers dalam tak  bersalah | lebih  kepada
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Universita
S
Indonesia/
2010

sistem
peradilan
pidana

dengan
menggunakan
pernyataan
yang tidak
menghakimi.

. Menjaga

netralitas dan
serta tidak
menyiarkan
siaran  yang
bersifat
membuat
fitnah, serta
menghasut, da
menyesatkan
dan/atau
bohong,
menonjolkan
unsur
kekerasan,
cabul,
perjudian, dan
penyalahgunaa

n narkoba.

. Untuk
melayani dan
hak untuk
menjawab dan
hak  koreksi
secara
proporsional
dan adil.

. Harus

memperhatika
n serta
menghormati
hak privasi
pribadi
narasumber
pada
memproduksi
dan/atau
menyiarkan
suatu program
siaran,  baik
siaran

asa  praduga
tak  bersalah
yang dikaitkan
dengan
pemberitaan
pers.
Sedangkan
tesis yang
penulis angkat
lebih
menekankan
pada prinsip
independensi
hakimnya.
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langsung
maupun tidak
langsung,
kecuali untuk
kepentingan
publik.

5. Tidak
mencampurad
ukkan  fakta
dan opini serta
harus
berimbang,
adil, tidak
beritikad
buruk, tidak
menghasut dan
menyesatkan,.

6. Harus segera
mencabut,
atau
mengkoreksi
dan
memperbaiki
isi berita yang
keliru serta
meminta maaf
kepada
pemirsa Yyang
melihat

7. Tunduk pada
peraturan
perundang-
undangan dan
berpedoman
pada Kode
Etik
Jurnalistik.

Tesis berjudul “Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan
Informasi Dalam Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi” yang
dibuat dengan batu uji yang menitikberatkan pada prinsip kemandirian Peradilan

(Judicial independence principle), disusun dengan bahan-bahan hukum yang
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berbeda dengan kedua tesis diatas, serta disusun dengan menggunakan metode
penelitian hukum dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-
undangan, konseptual dan perbandingan hukum, merupakan dasar dari orisinalitas
penelitian yang Penulis lakukan. Tesis yang disusun oleh Penulis berjudul
“Prinsip Independensi Hakim Terhadap Hak Keterbukaan Informasi Dalam
Penayangan Persidangan Perkara Pidana Di Televisi” berbeda dengan kedua

karya yang menjadi bahan perbandingan.

1.5 Metode Penelitian
1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dilakukan untuk menyusun tesis ini adalah
penelitian hukum. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa pada penelitian
hukum ialah suatu kegiatan meneliti dalam ilmu hukum.?® Pada penelitian hukum,
sangat dibutuhkan untuk kemampuan mengidentifikasi permasalahan hukum,
serta melakukan penelitian dan penalaran, serta menganalisa permasalah yang
dihadapi serta memberikan solusi pada masalah tersebut.® Mengacu pada
pendapat Morris L. Cohen, kegiatan penelitian hukum merupakan proses
menemukan hukum vyang berlaku (know how) dalam kegiatan hidup
bermasyarakat.?’

Pada metode penelitian hukum yang digunakan pada tesis ini adalah

metode penelitian hukum normatif. Pemilihan metode penelitian hukum normatif

25 peter Mahmud Marzuki. 2005. Penelitian Hukum. Edisi Revisi, Cetakan Ke-9. Jakarta
: Kencana, Him. 60.

% Ibid.

2" Morris L. Cohen, dalam Peter Mahmud Marzuki. Op. Cit, HIm. 60.
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didasarkan pada pandangan bahwa ciri khas ilmu hukum yang bersifat normatif,
bukan empiris.?®
Pada metode penelitian hukum normatif dikatakan oleh Sunarjati

Hartono sebagai kegiatan sehari-hari seorang sarjana hukum.?® Kegunaan dari

metode penelitian hukum normatif adalah :

a.  Untuk mengetahui atau mengenal apakah dan bagaimanakah hukum
positifnya mengenai suatu masalah yang tertentu dan ini merupakan tugas
semua sarjana hukum;

b.  Dapat menjelaskan serta menerangkan kepada orang lain untuk memahami
hukumnya mengenai peristiwa atau masalah tertentu;

c.  Untuk melakukan penelitian dasar pada bidang hukum, lebih khususnya kita
mencari asas hukum, teori hukum, dan sistem hukum, terutama pada hal
penemuan serta pembentukan asas-asas hukum yang baru, dan melakukan
pendekatan hukum yang baru dan sistem hukum Nasional yang baru.*

Penggunaan metode penelitian hukum normatif dilakukan sesuai dengan
tujuan penulisan tesis. Peter Mahmud Marzuki menulis bahwa penelitian untuk
kegiatan akademis harus mengandung preskripsi yang dapat.* Dengan
menggunakan metode penelitian hukum normatif, Penulis menyajikan aspek
praktis dan sekaligus akademis dari keilmuan hukum. Selain akan digunakan

sebagai penunjang kegiatan akademi